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Bab 1 Menu Beranda



1.1. Langkah 1 : Pengaksesan Aplikasi

Aplikasi e-Monev PP 39 tahun 2006 dapat diakses di alamat                             
e-monev.bappenas.go.id dengan tampilan halaman depan sebagai berikut:

Informasi
• Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 (PP 39/2006) adalah

Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

• Aplikasi e-Monev merupakan aplikasi pemantauan dan pelaporan
pemantauan pelaksanaan Renja-KL yang berbasis PP 39/2006.

• Pemantauan merupakan salah satu fungsi yang diatur dalam PP 39/2006
yang memandatkan pemantauan pelaksanaan Renja-KL dan pelaporannya
oleh seluruh stakeholders (pemangku kepentingan) pelaksana Renja-KL
baik di lingkup Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, melalui
mekanisme Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama.
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1.2. Langkah 2 : Login

Pengguna K6 (User K6) dapat login dengan cara mengklik tombol “login”
dihalaman depan menggunakan username dan password sebagai berikut :

Username : K6_bappeda_provkabKota
Password : xxxxxxxxxxxxxxxx

Informasi
• Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) baik di tingkat

Provinsi, Kabupaten, dan Kota adalah Organisasi Perangkat Daerah yang
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan
pembangunan di daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota.

• Sesuai dengan PP 39/2006, Bappeda memantau dan melaporkan
pelaksanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan urusan bersama yang
ada di wilayahnya.

• Bappenas, dalam hal ini Direktorat Sistem dan Pelaporan Pemantauan,
Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Kedeputian Pemantauan,
Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan memberikan list username dan
password User K6 kepada masing-masing Bappeda.
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1.3. Langkah 3 : Memasuki Beranda Mula

Ini adalah halaman Beranda User K6 dengan tiga menu, yaitu Beranda, dan
Pemantauan. Pada halaman Beranda ini User K6 dapat melakukan
perubahan password dan perubahan alamat Satker yang bersangkutan.
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Bab 2 Menu Pemantauan



2.1. Langkah 1 : Pilih Menu Pemantauan

Pemantauan adalah menu utama pada aplikasi ini. Bappeda (User K6) dalam
hal ini bertindak selaku pengguna data hasil pemantauan.

User K6 dalam hal ini dibedakan menjadi dua yaitu Bappeda Provinsi dan
Bappeda Kabupaten/Kota. Secara garis besar, perbedaan antara modul K6
Bappeda Provinsi dan Modul K6 Bappeda Kabupaten/Kota ada pada menu
Kabupaten/Kota. Bappeda Provinsi dapat melihat dan memantau
pelaksanaan Renja-KL di Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi tersebut.
(kantor pusat, kantor daerah, dekonsentrasi, tugas pembantuan, urusan
bersama serta pelaksanaan desentralisasi)

Informasi yang terdapat dalam akses User K6 ini adalah data hasil
pemantauan (data realisasi pelaksanaan) yang dilakukan oleh satker-satker
pelaksana Renja-KL di wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Berdasarkan
data realisasi pelaksanaan ini, Bappeda Provinsi, Kabupaten/Kota dapat
menyusun laporan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan
sebagaimana diamanatkan oleh PP 39/2006, khususnya pasal 6 dan pasal 8.

Untuk memantau pelaksanaan Renja-KL di wilayahnya, Bappeda Provinsi dan
Bappeda Kabupaten/Kota dapat mengklik menu pemantauan.

Menu Pemantauan untuk Bappeda

Menu pemantauan bagi Bappeda Provinsi terdiri dari submenu Satker
Provinsi, OPD Provinsi, Kabupaten/Kota, KL (Kementerian/Lembaga), dan
Jenis kewenangan.

Sementara itu, untuk Bappeda/Kota, menu pemantuan terdiri dari  submenu  
Satker  Kabupaten/Kota,  OPD  Kabupaten/Kota, KL (Kementerian/ Lembaga), 
dan Jenis kewenangan. 
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Menu pemantauan User K6, Bappeda Provinsi :

Menu Pemantauan User K6, Bappeda Kabupaten/Kota :

.
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2.2. Langkah 2 : Pilih Submenu Satker (Provinsi dan Kabupaten/Kota)

User K6, baik Bappeda Provinsi, Kabupaten/Kota dapat memantau
pelaksanaan dari satker-satker yang ada di wilayahnya. Sebagai informasi,
Bappeda Provinsi pada submenu satker ini hanya dapat melihat pelaksanaan
dari satker yang hanya ada di wilayah Provinsi (kode 00). User K6 Bappeda
Provinsi dapat melihat pelaksanaan satker dari seluruh Kabupaten/Kota di
submenu Kabupaten/Kota.

Untuk melihat data realisasi dan memantau pelaksanaan satker, User K6
Bappeda Provinsi dapat mengklik submenu Satker Provinsi, sementara User
K6 Bappeda Kabupaten/Kota dapat mengklik submenu Satker Kab/Kota.

User K6 dapat melihat data realisasi dari pelaksanaan Renja-KL menurut
satker di wilayahnya hingga level komponen (input). Untuk melihat realisasi
komponen, User K6 harus melewati empat halaman yaitu halaman Satuan
Kerja (Satker), halaman Kegiatan, halaman Output Kegiatan, dan halaman
Suboutput Kegiatan dengan cara mengklik nomenklatur Satker, Kegiatan,
Output Kegiatan, dan Suboutput Kegiatan.

Sebagai informasi, pada masing-masing halaman tersedia pula informasi
alokasi anggaran dan realisasi anggaran. Selain itu pada semua halaman
pemantauan terdapat dua panel informasi yakni data referensi (panel bagian
atas) dan data realisasi (panel bagian bawah). Pada halaman Kegiatan,
halaman Output Kegiatan, dan halaman Komponen, User K6 dapat
menggunakan (membandingkan) data referensi dan data realisasi untuk
melihat perkembangan dari pelaksanaan komponen, output, dan kegiatan.
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Pada halaman komponen, User K6 dapat melihat Pada halaman komponen
ini, data realisasi ditampilkan untuk 12 bulan. User K6 dapat melihat
progress pelaksanaan dengan membandingkan data output (nomenklatur
output dan volume) di panel referensi (panel atas) dengan data realisasi
komponen di panel bawah.

.
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2.3. Langkah 3 : Pilih Submenu OPD (Provinsi dan Kabupaten/Kota)

User K6, baik Bappeda Provinsi, Kabupaten/Kota dapat memantau Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) menurut satker pelaksana Renja-KL yang ada di OPD
tersebut. Sebagai informasi, Bappeda Provinsi pada submenu OPD ini hanya
dapat melihat data realisasi dari OPD Provinsi saja. Apabila User K6 Bappeda
Provinsi ingin melihat pelaksanaan Renja-KL di Kabupaten/Kota dapat
melihat data realisasi Satker di submenu Kabupaten/Kota.

Untuk melihat data realisasi dan memantau OPD, User K6 Bappeda Provinsi
dapat mengklik submenu OPD Provinsi, sementara User K6 Bappeda
Kabupaten/Kota dapat mengklik submenu OPD Kab/Kota.

User K6 dapat melihat data realisasi dari pelaksanaan Renja-KL menurut OPD
di wilayahnya hingga level komponen. Untuk melihat realisasi komponen,
User K6 harus melewati lima halaman yaitu halaman OPD, halaman Satuan
Kerja (Satker), halaman Kegiatan, halaman Output Kegiatan, dan halaman
Suboutput Kegiatan dengan cara mengklik nomenklatur OPD, Satker,
Kegiatan, Output Kegiatan, dan Suboutput Kegiatan.

Untuk informasi mengenai data realisasi komponen, User K6 dapat
melihatnya pada halaman 9 di buku petunjuk ini.

10



2.4. Langkah 4 : Pilih Submenu Kabupaten/Kota (Hanya Bappeda Provinsi) 

User K6 Bappeda memantau pelaksanaan Renja-KL di Kabupaten/Kota yang
ada di wilayah Provinsi tersebut. Untuk melihat data realisasi dan memantau
pelaksanaan Renja-KL menurut Kabupaten/Kota, User K6 Bappeda Provinsi
dapat mengklik submenu Kabupaten/Kota.
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Selain itu, User K6 Bappeda Provinsi dapat pula meilhat jenis kewenangan
menurut kabupaten dan kota.

User K6 Bappeda Provinsi dapat melihat data realisasi dari pelaksanaan
Renja-KL menurut Kabupaten dan kota di wilayah provinsinya hingga level
komponen (input). Untuk melihat realisasi komponen, User K6 Bappeda
Provinsi harus melewati enam halaman yaitu halaman Kabupaten/Kota,
halaman Jenis Kewenangan, halaman Satuan Kerja (Satker), halaman
Kegiatan, halaman Output Kegiatan dan halaman Suboutput Kegiatan
dengan cara mengklik nomenklatur Kabupaten/Kota, Jenis Kewenangan,
Satker, Kegiatan, Output Kegiatan dan Suboutput Kegiatan.

Untuk informasi mengenai data realisasi komponen, User K6 dapat
melihatnya pada halaman 9 di buku petunjuk ini.
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2.5. Langkah 5 : Pilih Submenu Kementerian/Lembaga (Provinsi dan 
Kabupaten/Kota)

User K6, baik Bappeda Provinsi, Kabupaten/Kota dapat memantau
pelaksanaan Renja-KL berdasarkan Kementerian/Lembaga yang mempunyai
satker di wilayah Provinsi,Kabupaten, dan Kota.

Untuk melihat data realisasi dan memantau pelaksanaan Renja-KL menurut
Kementerian/Lembaga, User K6 Bappeda Provinsi dapat mengklik submenu
Kementerian/Lembaga.

User K6 dapat melihat data realisasi dari pelaksanaan Renja-KL menurut
Kementerian/Lembaga yang ada di wilayahnya hingga level komponen
(input). Untuk melihat realisasi komponen, User K6 harus melewati enam
halaman yaitu halaman Kementerian/Lembaga, halaman Unit Kerja Eselon 1
(UKE-1), halaman Program, halaman Kegiatan, halaman Output Kegiatan dan
halaman Suboutput Kegiatan dengan cara mengklik nomenklatur
Kementerian/Lembaga, Unit Kerja Eselon 1 (UKE-1), Program, Kegiatan,
Output Kegiatan dan Suboutput Kegiatan.

Untuk informasi mengenai data realisasi komponen, User K6 dapat
melihatnya pada halaman 9 di buku petunjuk ini.
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2.6. Langkah 6 : Pilih Submenu Jenis Kewenangan (Provinsi dan 
Kabupaten/Kota)

User K6, baik Bappeda Provinsi, Kabupaten/Kota dapat memantau
pelaksanaan Renja-KL berdasarkan jenis kewenangan. User K6 Bappeda
hanya dapat melihat jenis kewenangan menurut satker yang ada di
wilayahnya saja. Bappeda Provinsi hanya bisa melihat untuk lingkup
Provinsi, demikian juga untuk Bappeda Kabupaten/Kota.

Sebagai catatan, Bappeda Provinsi dapat melihat jenis kewenangan menurut
Kabupaten/Kota yang ada di Provinsinya pada submenu Kabupaten/Kota.

User K6 dapat melihat data realisasi dari pelaksanaan Renja-KL menurut
kabupaten dan kota hingga level komponen (input). Untuk melihat realisasi
komponen, User K6 harus melewati lima halaman yaitu halaman Jenis
Kewenangan, halaman Satuan Kerja (Satker), halaman Kegiatan, halaman
Output Kegiatan dan halaman Suboutput Kegiatan dengan cara mengklik
nomenklatur jenis kewenangan, Satker, Kegiatan, Output Kegiatan, dan
Suboutput Kegiatan.

Untuk informasi mengenai data realisasi komponen, User K6 dapat
melihatnya pada halaman 9 di buku petunjuk ini.
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Bab 3 Penutup



Sesuai dengan PP 39/2006 dimana Bappeda menyusun laporan triwulan
terkait pelaksanaan fungsi dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Aplikasi
e-Monev mengakomodasi hal tersebut dengan menyediakan data realisasi
pelaksanaan, dimana Bappeda dapat menggunakan data tersebut untuk
menyusun pelaporan sebagaimana dimaksud.

Data sebagaimana dimaksud terdiri dari data pelaksanaan di level komponen
(level input). Perubahan fokus data hingga ke data input mengikuti struktur
data Renja-KL yang baru, dengan fokus yang semakin dalam yakni hingga
level input (komponen). Sementara untuk data output, tanggung jawab
mengenai ketercapaian dan entri datanya di aplikasi e-monev dilakukan oleh
Unit Kerja Eselon II (UKE-2) di Kementerian/Lembaga. Demikian pula untuk
capaian Indikator Kinerja Kegiatan dan Indikator Output Kegiatan.

Data di level komponen ini memegang peranan penting untuk melihat dan
memantau intervensi atau bentuk intervensi (program dan kegiatan) yang
dilakukan pemerintah dalam hal ini Pemerintah Pusat melalui Renja-KL. Peran
Bappeda sangat diharapkan utamanya untuk mendorong satker-satker di
wilayah kerjanya untuk melaporkan pelaksanaan Renja-KL nya secara lengkap
dan tepat waktu melalui aplikasi e-monev.
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3.1. Catatan 



Petunjuk Teknis e-Monev Gen III Versi 3.0 Modul K6
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pedoman umum Aplikasi
E-Monev Gen III versi 3.0. Buku Petunjuk teknis ini hanya memuat tahapan
pengentrian data realisasi komponen. Pengguna atau User e-Monev
diharapkan dapat menggunakan baik pedoman umum dan petunjuk teknis
secara bersama-sama, mengingat perbedaan metode pengukuran di aplikasi
ini cukup berbeda dibandingkan dengan metode pengukuran pada e-monev
sebelumnya.

Saat ini kami terus menyempurnakan aplikasi e-Monev ini, khususnya untuk
menu cetak laporan bagi User K6. Perubahan metode pengukuran dengan
pendekatan yang lebih detail, yakni hingga level komponen menyebabkan
data tidak bisa serta merta disajikan dalam bentuk rekapitulasi. Data rialisasi
yang lebih rinci diharapkan dapat membantu Bappeda mengendalikan proses
pembangunan yang ada diwilayahnya

Kami berharap petunjuk teknis ini dapat membantu unit kerja dan satuan
kerja dalam melakukan pengentrian data melalui aplikasi e-Monev. Data dan
Informasi hasil pemantauan yang baik dapat bermanfaat tidak saja bagi
birokrasi, aparatur penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan, namun
juga bagi khalayak publik. Kami berharap dapat terus menyempurnakan
aplikasi dan informasi yang disajikan, sehingga gambaran pelaksanaan
pembangunan dapat kita dapatkan secara lebih utuh dan lengkap.
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